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Kebijakan Suksesi Direksi 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

 

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-
11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi 
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-
7/MBU/09/2022. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu 
sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi 
bagian dari Kebijakan Good Corporate Governance dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi 
Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris 
dan/atau Direksi. 

 

Prinsip Dasar 

1. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi. 

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang 
berlaku. 

2. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi. 
Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan 
memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan. 

 

Prosedur 

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki 
prosedur sebagai berikut : 

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris. 

2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi 
dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria. 

4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris. 

5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris. 

6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris 
dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 

7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan 
Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan. 

 

Persyaratan dan Kriteria 

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur 
dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut : 

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah 
perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit 
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atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang 
pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam 
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus 
maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi 
atau Dewan Komisaris lain. 

3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan 
oleh otoritas pengawas bank. 

4. Memiliki integritas yang baik dalam arti : 

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik. 

b. Mematuhi peraturan perudang-undangan yang berlaku. 

c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. 

d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 

5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan 
hal-hal tersebut di bawah ini : 

a. Rekayasa dan praktikpraktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan. 

b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank 
Indonesia atau Pemerintah. 

c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, 
dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank. 

d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan 
dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. 

e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen. 

6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki : 

a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai. 

b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan. 

c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang 
sehat. 

7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut : 

a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, 
akuntansi dan hukum. 

b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang 
pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. 

c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman 
sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga 
keuangan lain. 

 
Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang 
bersangkutan dan jika memenuhi syarat dapat diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang 
akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan 
persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan 
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN 
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No. PER-7/MBU/09/2022 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang 
dilaksanakan oleh OJK. 

 
Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar pegawai top talent level BoD-1 kepada 
Kementerian BUMN. Selanjutnya Kementerian BUMN akan mengevaluasi daftar top talent tersebut 
dan menunjuk salah satu lembaga penyelenggara asesmen talenta Direksi KBUMN. Nama- nama 
yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai akan dilaporkan oleh Komite 
Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai namanama calon yang akan diajukan 
dalam RUPS. 

 

 


